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ABSTRAK 
Awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di 

dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, 
sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic 
Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini 
perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari 
berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing 
adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan 
pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi 
efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan 
untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini 
dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan 
penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan 
sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. 
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ABSTRACT 

Early 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments 
in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as 
to overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is an economic 
factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has 
declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus 
the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being 
refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually intended for village development 
and development, have been converted into cash assistance funds called Village Fund Direct Cash 
Assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. 
Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash 
Assistance program. This research was conducted in the village of Talaitad, Suluun Tareran, South 
Minahasa Regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for 
the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by 
the central government. 
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PENDAHULUAN 

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. 
Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization 
(WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia 
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dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus 
berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 
30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada 
tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini 
dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah 
melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah 
menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. 

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi 
sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan 
angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini 
menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan 
akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi 
diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika 
dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.  

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan 
kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, 
diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan 
antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan 
meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.  

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap 
perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di 
perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke 
kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang 
ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 
di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam 
penanganan Covid-19. 

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk 
mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa 
keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat 
melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan 
sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang 
ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui 
penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan 
pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. 

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak 
pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan 
tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk 
kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan 
penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya 
dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan 
penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung 
tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan 
adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan 
tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). 
(http://tnp2k.go.id/) 

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, 
kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat 
diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target 
tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan 
bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program 
Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ 
Bantuan Langsung Tunai.  

http://tnp2k.go.id/
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Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak 
menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin 
jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang 
diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang 
tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menyasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 
22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran 
dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa 
yang diterima tahun ini. 

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum 
dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang 
perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 
nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut 
mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima 
bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata 
menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun atau kronis. 

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan 
tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta 
ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar 
sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. 
Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan 
pemerintah di daerah. 

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan 
implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, 
diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera 
mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, 
tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. 

Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah 
satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian 
besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-
kota besar seperti Kota Manado, Tomohon, Kotamobagu dan kota lainnya di Sulawesi utara 
bahkan di luar Sulawesi utara dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cengkih, 
jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya 
atura tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total 
anggaran dana desa yang akan diterima 

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin 
atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa 
calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial 
(Kemensos). 

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana 
desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang 
timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana proses 
pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah 
ada ataukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang 
ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Ke mana kami mengadu jika terdapat masalah terkait 
pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang 
tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan 
pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah 
terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup. 
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Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran sudah 
tahap ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti 
adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga 
sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Konsep Efektivitas 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan 
beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) 
menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. 
Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat 
pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat 
dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn 
(2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif 
untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang 
direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan 
efisiensi.  

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya 
suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud 
tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut 
dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat 
membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan 
untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” 
dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 
sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 
sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. 
James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa 
efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran 
menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) 
mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti 
direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan 
Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan 
efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-
nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.  

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan 
tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 
dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah 
keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang 
diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks 
perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, 
kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan 
bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber 
daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan 
sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. 
Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan 
sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang 
(cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat 
kehidupan organisasi.  

Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat 
pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan 
sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.  
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Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan 
pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian 
efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya.  

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target 
yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut 
itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak 
tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) 
berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : 
1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat 

keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai  tujuan. 
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak 

mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai  program tersebut selesai 
dilaksanakan. 

3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus 
menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu 
program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan. 

4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang 
sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. 

5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang 
mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika 
perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan 
mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. 

7. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang 
efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. 

8. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam 
mencapai tujuan. 

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang 
sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat 
perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. 

Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) 
pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 
1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik 
maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada 
teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga 
mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh 
sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga 
dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada 
lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas 
pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 
Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu 
lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana 
kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 
memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang 
dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan 
tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur 
keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 
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Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan 
sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran 
efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil 
maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan 
suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa 
efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan 
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 
 Program Bantuan Langsung Tunai 

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah 
satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian 
banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program 
Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan 
Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga 
Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. 

Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah 
Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam 
klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini 
adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), 
PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program 
Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, 
dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai 
manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan 
untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . 
Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.  

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang 
serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, 
pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi 
upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya 
pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng 
terkena dampak. Tujuan BLT adalah :  

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. 

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang 
diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu 
mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan 
privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. 

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 
Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang 
terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni 
hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan 
merujuk pada besaran Dana Desa. 
1. Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen; 
2. Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen; 
3. Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen. 

(https://setkab.go.id/) 
 
 Konsep Kemiskinan 

https://setkab.go.id/
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Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan 
absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, 
dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam 
bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis 
kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai 
penduduk miskin.  

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu 
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembang kehidupan yang 
bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, 
(b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Badan Pusat Statistik). 

Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal 
definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa 
dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan meultidimensional (Mukhtar, 2013). Oleh 
karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara 
individu maupun secara kelembagaan. 

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk 
Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini 
terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan 
kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. 
Todaro, et al (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang 
tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah 
multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik 
aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait 
secara erat satu dengan lainnya (Yunus, 2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan 
membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk 
menyelesaikannya. 

Menurut Edi Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat 
dimensi utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan 
kemiskinan struktural. 

Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh 
ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, 
seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiski'nan 
absolut ini biasanya diukur melalui “batas kemiskinan” atau “garis kemiskinan” (poverty line), 
baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, 
pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah 
pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau 
pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan 
ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut. 

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok 
dibandingkan dengan “kondisi umum” suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 
30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara 
absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, 
maka relatif orang tersebut dikatakan miskin. 

Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial 
budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). 
Sikap malas, tidak memiiki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi 
ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah bebrapa karakteristik yang menandai 
kemiskinan kultural. 

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh 
ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang 
tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber 
penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligopoli 
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dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai “pemiskinan” yang sulit dipatahkan. 
Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak 
akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses 
terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Para 
petani tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki hanya sedikit tanah,para nelayan yang 
tidak mempunyai perahu, para pekerja yang tidak terampil (unskilled labour), termasuk ke 
dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural. 

Oscar Lewis (2006)  menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa kebudayaan 
kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk 
tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat 
kondisi seperti berikut: (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk 
keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga 
tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, 
meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas prakarsa 
pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan 
akhirnya (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan 
penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, 
serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan 
pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, (Moleong, 2010:78). Fokus dalam 
penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin di 
desa Talaitad kecamatan Suluun Tareran, dengan indicator: Ketepatan Waktu, Ketepatan dalam 
menentukan pilihan, dan Ketepatan Sasaran. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer 
dan data sekunder.  Sumber data terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan 
arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di 
mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. 
Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana 
yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar 
lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab 
pokok masalah penelitian. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Desa Talaitad 

Talaitad adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Suluun-Tareran, Kabupaten Minahasa 
Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia. Mata pencarian penduduk setempat pada umumnya adalah 
pertanian/perkebunan di antaranya cengke dan kelapa, penghasilan lainnya adalah sebagai 
penghasil gula aren/gula merah dan cairan metanol yang berasal dari fermentasi sari nira pohon 
aren dan biasa disebut orang dengan nama cap tikus, minuman metanol ini atau cap tikus dan 
gula merah adalah mata pencaharian yg paling utama dalam masyarakat Talaitad selain 
tanaman cengkeh yang berbuah satu tahun sekali, pada umumnya salah satu anggota keluarga 
dari penduduk desa merantau ke daerah lain di luar provinsi sulut untuk mencari pekerjaan.  

Saat ini desa Talaitad sudah menjadi 2 desa, masing-masing Desa Talaitad dan Desa 
Talaitad Utara, kedua desa ini menganut agama kristen protestan 100%. Desa Talaitad secara 
administrasi adalah bagian dari kecamatan Suluun Tareran kabupaten Minahasa Selatan dan 
jarak dari ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan kurang lebih 55 km. 
 Keadaan Geografis 

1. Luas wilayah 
a. Luas wilayah desa Talaitad  :  65 Ha  
b. Batas-batas desa: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talaitad Utara 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wiau Lapi 
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wiau Lapi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suluun-Tareran,_Minahasa_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Minahasa_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Minahasa_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wiau Lapi/Suluun 
2. Keadaan Tanah dan Iklim. 

Keadaan tanah desa Talaitad seperti pada keadaan tanah yang berada di pegunungan, 
sehingga cocok untuk bercocok tanam, seperti padi, dan tanaman perkebunan seperti 
cengkih. 
 

 Keadaan penduduk 
1. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data pada tahun 2020, maka jumlah penduduk yang mendiami desa 
Talaitad adalah berjumlah 685 jiwa dan terdapat 232 kepala keluarga yang terdiri dari 
jumlah jiwa laki-laki 344 dan jumlah jiwa perempuan 341.  

 
2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di desa 
Talaitad, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai 
petani, perkebunan, pengusaha, pedagang, peternak, tukang pegawai negeri sipil dan 
TNI. 

 
B. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 

Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa : 
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ 
atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang.  

b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada 
Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.  

c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa.  

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan 
yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, 
pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.  

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 
Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.  

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa.  

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  

h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.  

i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap 
Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah 
Desa Khusus.  

j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal 
Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.  

k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 
Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis 
Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.  
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l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 
Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana 
Desa.  

m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 
Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk 
Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.  

n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal 
Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian 
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. 
 

C. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Terkena Dampak 
Covid 19 di Desa Talaitad 

Focus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk 
masyarakat miskin di desa Talaitad kecamatan Suluun Tareran kabupaten Minahasa Selatan. 
Dengan menggunakan indicator untuk menilai efektifitas, digunakan teori dari Makmur (2010) 
mengenai efktivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya 
dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut: 

 
1. Ketepatan Waktu 

Salah satu indikator untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk 
melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu 
mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat 
keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu 
penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai 
mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa. 

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, dapat ditentukan sendiri 
oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara 
transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat 
menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima 
PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu 
Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data 
rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut 
adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta 
penetapan hasil pendataannya:  
- Proses Pendataan  

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa 
berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.  

2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau 
Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima 
BLT-Dana Desa.  

3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.  
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan 

menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan 
menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus 
memperhatikan protokol kesehatan. 

 
- Proses Konsolidasi dan Verifikasi  

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, 
RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi 
syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:  

a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon 
penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS 
yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.  
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b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima 
BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas 
Ketenagakerjaan kabupaten/kota.  

c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima 
BLTDana Desa.  

d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa 
berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa 
atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) 
kabupaten/kota. 

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan 
seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi 
prioritas/ tidak boleh terlewat.  

3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan 
rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan 
mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika 
memungkinkan.  

4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki 
Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya 
kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan 
Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat 
keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa 
jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan 
layanan adminduk. 

5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus 
Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.  

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, 
atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa 
data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. 

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeprapto, (2001) produktivitas merupakan suatu 
ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan.  Penggunaan waktu dalam 
program pembangunan yaitu penyaluran BLT dana desa didesa talaitad tersebut selesai tepat 
waktu  sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan. 

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa 
Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa, peneliti mewawancarai informan 
kepala desa Talaitad mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan: 

“Berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa mendapatkan bantuan bagi 
masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa 
yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari 
pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua 
gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), 
dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan. Sedangkan gelombang 
kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) 
masing-masing Rp.300.000 per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya 
mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana 
yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19. Sejauh ini 
ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami mengikuti mekanisme yang 
berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak”. 
Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat bapak I.R. mengenai ketepatan waktu 

penyaluran beliau mengatakan: 
“Penyaluran BLT – Dana Desa yang saya tahu melalui mekanisme pendataan terlebih 
dahulu, ada tim yang bertugas untuk itu, kami hanya diminta mengisi formulir dan meminta 
data-data yang perlu saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan 
dana tersebut dengan menempelkan stiker di rumah apabila mendapatkan bantuan 
tersebut. Saya termasuk penerima BLT dana desa Rp. 600.000,- dan bagi saya ini sudah 
berjalan dengan baik, kami harus mengambilnya di kantor pos yang ditunjuk dengan 
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mengikuti jadwal dan protocol yang berlaku. Jadi bagi saya pemerintah desa telah bekerja 
maksimal sehingga boleh berjalan dengan baik.” 
Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan 

diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan 
langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang ditemui menguatkan 
pernyataan bapak I.R. tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa dari indicator ketepatan waktu 
penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik. 

 
2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan 

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya 
tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang 
baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara 
yang baik dan jujur.  

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada 
keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi 
COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga 
miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan 
untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi 
ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan 
usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali 
Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah 
Desa Khusus (Musdesus). 

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima 
BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan 
terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut: 

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan 
mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu 
verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.  

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar 
keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa 
menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.  

3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah 
disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di 
tempattempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan 
website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.  

4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka 
desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut 
dan menyepakati solusinya.  

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya 
terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Talaitad, maka peneliti 
melakukan wawancara dengan informan yang dianggp mampu untuk menjawab pertanyaan 
tersebut. Peneliti mewawancarai Perangkat desa yang juga merupakan gugus tugas 
panganganan covid 19 di desa Talaitad yakni Bapak T.P. beliau mengatakan: 

“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus 
mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat 
penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah  peserta program keluarga 
harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi 
masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke 
masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerita program 
BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemic 
ini kita harus saling membantu satu sama lain.” 
Berdasarkan infromasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon 

penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu 
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Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut:  

a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;  
b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang 

cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);  
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 
Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai 

oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan informan 
yang berkompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap I di desa 
talaitad berjumlah 108 kepala keluarga Rp. 600.000 dan Rp. 300.000 pada tahap kedua yang 
perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel Rincian penerima BLT Dana Desa di Desa Talaitad 
No Jaga Jumlah 

Penerima 
Tahap I (Rp) Tahap II (Rp) 

1 I 24 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
2 II 31 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
3 III 26 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
4 IV 27 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
Sumber: Hasil Olahan data penelitian 
 

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa untuk 
mengetahui apakah penentuan pilihan penerima BLT dana desa di desa Talaitad sudah tepat, 
informan Tokoh Masyarakat Bapak W.K. memberikan pernyataannya sebagai berikut: 

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama 
yang terkena dampak covid 19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh 
masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang 
sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya 
menanyakan hal tersebut kepada hokum tua dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur 
kesengajaan apabila hal tersebut jadi, kalaupun ada karena tidak disengaja atau ada 
masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang sudah penerima PKH dan tidak mengakuinya.” 
Peneliti selanjutnya mewawancarai Hukum Tua desa Talaitad untuk mengatahui hal 

tersebut, beliau mengatakan : 
Dalam system seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan 

bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dam mereka menerima itu hanya 
unsusr human error saja atau ada mis komunikasi dengan masyarakat, saya bisa memastikan 
bahwa tidak ada unsur nepotisme didalamnya. 

Dari hasil  penelitian mengenai ketepatan menentukan pilihan pemerintah desa sudah 
bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan 
penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dengan tegas dan juga berdasarkan 
hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian.  

 
3. Ketepatan Sasaran  

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-
masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk 
menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor 
maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian 
tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-
Dana Desa.  
a. Pemerintah Pusat  

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan 
calon penerima BLT-Dana Desa.  
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2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-
Dana Desa.  

b. Pemerintah Daerah Provinsi  
1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait 

pendataan BLT-Dana Desa melalui:  
- Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, 

kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping 
Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan  

- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana 
Desa. 

2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari 
pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu 
penyalurannya. 
Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah 

kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial 
provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan 
pemerintah pusat. 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, 
Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial.  

2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial 
dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.  

3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait 
berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran 
berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang 
tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).  

4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan 
melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 

5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ 
atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.  

6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau 
memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) 
dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.  

7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan 
validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta 
potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di 
kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.  

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan 
NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.  

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar 
pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan 
secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel. 

d. Kecamatan 
1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin 

dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.  
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana 

Desa.  
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan 

membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 
melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa. 



15 
 

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dalam 
penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Talaitad, peneliti mewawancarai 
Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni bapak F.M, beliau mengatakan: 

”Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa talaitad 
sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu 
mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan 
mematuhi prosedur yang ada.” 
Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang 

dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut 
yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukkannya, hamper 
keseluruhan masyarakat desa Talaitad terdampak covid 19, namun dengan keterbatasan 
anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa 
tersebut. 

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan Langsung Tunai dana desa, 
pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan 
BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan 
dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan 
pelaksanaan BLT-Dana Desa. Selanjutnya saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor 
telepon, Whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. 
Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya. 

 
 
PENUTUP 

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah 
pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian 
disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat 
efektifitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa 
di Desa Talaitad, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. 
Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 
sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan 
penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder 
dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatatan sasaran, dapat disimpulkan 
bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Talaitad Kecamatan Suluun 
Tareran sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan 
langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan. 
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